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ABSTRAK 

(A) Nama  : Indah Siti Aprilia 

(B) Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 80/PUU-

XIV/2016 Terkait Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan 

Campuran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

(C) Halaman : x + 128 + 25 + 2020 

(D) Kata Kunci : Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Hak Asasi 

Anak, Keadilan Hukum 

(E) Isi Abstrak : 

Pada tanggal 28 Agustus 2017 MK melalui Putusan No. 80/PUU-

XIV/2016 telah memutus untuk menolak seluruhnya pengujian Pasal 41 

UU Kewarganegaraan terkait dengan jangka waktu pendaftaran 

kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran yang bertentangan 

dengan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dalam kasua Gloria, karena 

dianggap merugikan hak konstitusional Gloria. Keberadaan putusan 

tersebut mengakibatkan hilangnya hak kewarganegaraan Gloria untuk 

mendapatkan dwikewarganegaraan, karena tidak melakukan mekanisme 

sebagaimana Pasal 41. Hal ini menarik perhatian Penulis, karena putusan 

MK itu menimbulkan beberapa permasalahan seperti mekanisme 

penentuan status kewarganegaraan anak, dan keadilan yang didapat oleh 

anak perkawinan campuran. Mengacu pada permasalahan tersebut, Penulis 

menggunakan metode yuridis normatif. 

Hasil analisa menunjukan anak dari perkawinan campuran memiliki 

dwikewarganegaraan sampai dengan usia 18 tahun dengan mekanisme 

pendaftaran yang dibatasi, karena putusan MK ternyata hanya berdasarkan 

pada teori fiksi hukum dan mengabaikan adanya kewajiban pemerintah 

dalam melakukan sosialisasi undang-undang secara komprehensif dan 

menyeluruh, hak asasi anak di bidang kewarganegaraan, mengabaikan 

kewajiban internasional terhadap diratifikasinya suatu konvensi, serta 

tujuan dari UU Kewarganegaraan untuk menciptakan kesetaraan gender 

antara ibu dan bapak dari anak-anak perkawinan campuran. Pembatasan 

itu juga menimbulkan ketidakadilan yang menyimpangi keadilan korektif 

dan keadilan proporsional terhadap hak-hak anak. Atas dasar itu, Penulis 

merekomendasikan untuk merevisi Undang-undang Nomr 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan, dan melakukan sosialisasi dan pelayanan 

kewarganegaraan terhadap anak dari perkawinan campuran yang 

dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, serta bagi hakim 

mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkan dari berbagai prespektif 

dalam hal memutus suatu permohnan agar terciptanya keadilan sebagai 

tujuan hukum yang baik di masa yang akan datang. 

(F) Acuan : 42 (1983-2019) 

(G) Pembimbing : Dr. Cut Memi, S.H., M.H 

(H) Penulis  : Indah Siti Aprilia 
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